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MOTTO:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan

sungguh-sungguh (urusan yang lain)”

(QS. Al-Insyirah: 6-7)

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Ar-Ra’ad:11)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:
» Kedua Orang Tua Tersayang
» Saudara-saudara yang Tersayang

» Almamater yang ku banggakan.
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ABSTRAK

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh
Negara. Hak anak tersebut diatur dalam UUD pada Pasal 28 B ayat (2) dan dalam
UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan hukum
terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, penelantaran dan perlakuan salah, demi terwujudnya anak Indonesia
yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, tetapi dalam hal perlindungan dan
penangan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif dan belum
secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum, Penelitian ini menggunakan
metode penelitian  hukum normatif. Metode pendekatan vyaitu Pendekatan
Perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus. penting
diangkat permasalahan (1) Perlindungan hukum terhadap hak anak korban
penelantaran oleh orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran
anak oleh orang tua dalam lingkup keluarga. (3) Penegakan hukum terhadap orang
tua yang menelantarakan anaknya serta bentuk pemeliharaan anak dimasa yang
akan datang. Bentuk perlindungan secara khusus terhadap anak diatur pada pasal
66 yang dimana merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan
masyarakat. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal ini akses terhadap
pemenuhan hak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial sebagai upaya pemulihan
terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma
jangka panjang. penelantaran anak oleh orang tua disebabkan oleh faktor internal
dan eksternal. Penegakan ini telah diatur dalam pasal 305 KUHP dan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 77B dan 76B dimana dari penegakan hukum
tersebut diharapkan kedepannya dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak
pidana penelataran anak terutama oleh orang tua sehingga tidak ada lagi pelaku
penelataran serta pemeliharaan anak dimasa yang akan datang mendapat perhatian
yang lebih baik dari keluarga maupun Pemerintah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak, Penelantaran Anak.



ABSTRACT

Fyvery child has the rghts protecied and granted by the couniry. The childen's rights are
regulated 1n the Constitution in Article 23 B paragraph i2)and in Law na. 35 of 2014 cancerning
Child ’rotection. 1he aim of Icgal proteetion for children is to ensure the fulfillment of chiidren's
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(I3 Tepal protection for abandoned child by parents based on Law Number 35 of 2014
cancerning ehild protection. (2] Facters that canse child ahandonmient by parents in the family
sphere. {31 Law enforcement against parents-who abandon their chiidren, and lorms of chilivare
in the furure. 1he form of special proteerion for childreh is repulated m articte 66 saying that the
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalamsuatu kehidupan berbangsa dan bernegara dikenal institusi terkecil
yaitu sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat tempat
anak tumbuh dan berkembang secarawajar menuju generasi mudayang potensial
untuk pembangunan nasional.! Pada dasarnyaanak adalah tunas harapanbangsa
yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia. Pada merekalah terletak
masa depan bangsa, anakpun menjadi dambaan keluarga diharapkan dapat
meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik, anak merupakan aset
bangsa sebagian dari generasi berperan sangat strategis sebagai penerus suatu
bangsa, peran strategis ini didasari oleh masyarakat internasional untuk
melahirkan sebuah konwvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai
manusia yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.?

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Hak
itu memberi kenikmatan dan keleluasan kepada individu yang melaksanakannya,
sedangkan kewajiban merupakan pembatasandan beban.® Hak anak adalah bagian

dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dandipenuhi olehorang

1 Waliman Hendro Susilo, 1984, Masalah Perlindungan Anak Ditinjau dari sudut
pembinaan Generasi Mendatang, Jakarta, Bina Cipta, him. 3

2 Arif Gosita, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Cet. Il, Akademindo Presindo,
him. 4

3 Galim HS, Pengantar HukumPerdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, him. 33



tua, masyarakat, pemerintah, dannegara.* Setiap anak berhak untuk berkembang

sesuai dengan bakat dan minatnya, orang tua memiliki tanggungjawab penuh

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 12



terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya yang belum dewasa.
Tanggung jawab ini memberikan kewajibanpada orang tua untuk melakukan yang
terbaik bagi anak-anaknya.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan  hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak
(Fundamental Rights and Freedom of Children) serta berbagai kepentingan yang
behubungan dengan kesejahteraan anak.® Perhatian dalam bidang perlindungan
anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Didasari bahwa dalam proses
pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan
berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan,
mengganggu ketertibandan keamanan.®

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak
anak, meliputi antara lain :

1. NonDiskriminasi

2. Kepentingan yang terbaik bagianak

3. Hak untuk hidup,kelangsungan hidup, perkembangan dan
4

Penghargaan terhadap pendapat anak.
Hak-hak yang melekat pada diri harus diperjuangkan secara serius.
Pelaksanaan perlindungan hak anak dijadikan dengan ketentuan-ketentuan yang

menjamin perlidungan hukum bagi anak. Upaya-upaya perlindungan anak harus

5 Waluyadi, Hukum perlindungan Anak, Bandung: Mandiri maju, 2009, him 1.
6 Irma Setyo Wati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara,
1990, him 10.



telah dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi
pembangunan bangsa dan negara dalamPasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun1979 tentang Kesejahteraan Anak.’

Upaya perlindungan dan kesejahteraan anak dapat diwujudkan dengan
dukungan kelembagaan dan peraturan, anak dalam pengertian yang umum
mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan
dari sisi pandang centralistis kehidupan, sepertiagama, hukum dan sisiologis

yang menjadikan anak semakin nasional dan aktual dalam lingkungan sosial.®

Mengingat begitu pentingnya hak-hak anak, kesejahteraan anak adalah hak
asasi anak yang harus diusahakan bersama,® negara dalam hal ini juga ikut
memberikan perhatian dan menjaminnya, yakni dengan dibuatnya beberapa
peraturan perundang — undangan sesuaidengan apa yang telahdiamanatkan oleh
konstitusi negara, diantaranya yang terbaru adalah Undang-Undang No0.35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa
Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelengaraan perlindungan anak. Lebihspesifik
lagi mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak, Undang-undang
Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan Pasal 15 ayat (1) dan (2) menyebutkan

bahwa: Kedua orang tua wajib memelihara dan medidik anak-anak mereka

7 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta, PT.
Pajagrafindo persada, him.1

8 Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Gramedia
Widiasarana: 2003, him. 1

9 Arif Gosita, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Cet. 1l, Akademindo Presindo,
him. 3



sebaik-baiknya. Kewajiban untuk memelihara danmendidik berlaku sampai anak
tersebut melakukan perkawinan ataumereka belum mampu mendiri, meskipun
perkawinan antara keduanya berakhir/putus.

Sejatinya perlindungan anak bertujuan untuk melindungi danmenjamin
terpenuhinya segala hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusian, serta
memberikan perlindungan dari berbagai macam kekerasan maupun diskriminasi
untuk terwujudnya anak yangsehat, berkualitas dansejahtera sebagai generasi
penerus bangsa. Kekerasan dan diskriminasi merupakan faktor yang menjadi
penghambat terwujudnya masa depan anak yang gemilang dan merdeka, sehat dari

segi jasmani dan rohani.

Menurut Helfer “penelantaran atau neglect adalah interaksi atau
kurangnya interaksi antar anggota keluarga yang mengakibatkan perlukaan yang

disengaja terhadap kondisi fisik dan emosianak.

Menurut Henry yang menyebut kasus penelentaran dan penganiayaan
yang dialami anak-anak dengan “istilah Battered Child Syndrome, yaitusetiap
keadaan yangdisebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak
oleh orangtuaatau pengasuh lain.”1? Tindakan penelantaran tersebut kebanyakan
mengarah padakealpaan atau kelalaian yang disebabkan karena kondisisosial

ekonomi keluarga yang amat retan.

10Alan David Aris, Kekerasan Pada Anak,
http://amartha.student.umm.ac.id/category/kekerasan/, 29 Januari 2010, him. 1. Diakses Pada Hari
Selasa Tanggal 01 Februari Tahun 2020.



Penelantaran merupakan salah satubentuk dari kekerasan dengan cara
membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi (malnutrisi), tidak
mendapatkan perawatan maksimal, serta memaksa anak pada berbagai jenis
pekerjaan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti
pengemis, pengamen, anak jalanan, buruhpabrik, pembantu rumahtangga, dan
pemulung. Dalam halini, Rusmil Kusnandi menjelaskan apabila orangtua tidak
dapat memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik, psikis ataupunemosi, tidak
memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengantugas

perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran.

Menurut undang-undang yang termasuk dalam tindakan atauperbuatan

penelantaran meliputi :

a. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara
wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6 Undang-
Undang Perlindungan Anak).

b. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk
memelihara, merawat, ataumengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal 13
ayat (1) huruf ¢, Undang-Undang Perlindungan Anak).

Termasuk didalamnya penelantaran anak adalah:

a. Penelantaran untuk  mendapatkan  perawatan kesehatan,  misalnya
mengingkari adanya penyakit serius pada anak.

b. Penelantaran  untuk mendapatkan  keamanan, misalnya cedera yang
disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumah yang membahayakan.

c. Penelantaran emosi, tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak

keberadaan anak.



d. Penelantaran pendidikan, anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai
dengan usiannya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau
menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus
sekolah.

e. Penelantaran fisik, vaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakain,
atau tempat tinggal yang layak untuk mendapatkan tumbuhkembang

secara optimal.

Kekerasan atau diskriminasi terhadap anak terdapat beberapa macam jenis
dan bentuknya, antara lain adalah kekerasansecara fisik, psikis atau mental,
kekerasan seksualdan kekerasan atau diskriminasi dalam hal ekonomi - sosial
berupa penelantaran yang kesemuanya itu merupakan hal — hal yangdilarang oleh
undang-undang. Penelantaran sebagaimana dimaksud adalah penelantaran terhadap
orang dalam lingkup rumah tangga termasuk anak yang meliputi penelantaran
dalam memberikan kebutuhan hidup baik mulai dari kebutuhan pendidikan,

kesehatan, perhatian dan lain sebagainya.

Khusus dalam hal ini Penulis membahas realitas tentang penelantaran anak.
Penelantaran sangat sulit diketahui, sebab kasus penelantaran anak umumnya
terjadidalam ruang lingkup rumah tangga itu sendiri, yaitudilakukan oleh orang
dekat dari anak tersebut, misalnya orang tua maupun saudaranya. Seorang anak
dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salahsatu orang tuaatau
keduanya, pengertian anak terlantar terdapatdalam Pasal 1 angka6 Undang-
Undang Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “Anak terlantar



adalahanak anak yang karenasuatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

denganwajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial.”

Tindak pidana penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan
terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial, kekerasan
terhadap anak bukan hanya identik dengankekerasan yang kasatmata, seperti
kekerasan terhadap fisik danseksual. Tindak pidana penelantaran terhadap anak

tersebut dari tahun ke tahun jumlah kasusnya semakin banyak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan kejadian
kasus penelantaran anak oleh orang tua sendiri terus meningkat di setiap
tahunnya, Hingga saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar di
Indonesia. Diantaranya 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan
manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar dan
34.000 anak jalanan! Seiring dengan maraknya penelantaran  anak,
perlindungan  terhadap anak  sangat diperlukan agar hak-haknya tidak
dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya.

Tabel 1
Data Kasus Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Tahun 2014-2019

No | JENIS KASUS 2014 | 2015|2016 | 2017 | 2018 | 2019 | KET

1. | Anak Pelaku Melawan | 49 63 39 2 2 2 157
Hukum

2. | Kekerasan Seksual 49 59 47 14 14 12 195

3. | Kekerasan Fisik 25 35 35 10 5 6 115

4. | Kekerasan Psikis 6 2 1 3 4 4 20

5. | Hak Kuasa Asuh 23 20 24 36 15 15 133

HWisnu Adi Nugroho, Mensos: Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Mencapai 4,1 juta
http://jateng.antaranews.convdetail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-4 1

juta.html Antara Jateng.com, 15 Mei 2015. diakses pada hari Selasa, 18 Februari 2020.




6. | Penelantaran 14 17 15 15 15 3 29
7. | Perlindungan Khusus 14 45 7 13 6 2 87
8. | Perdagangan 2 8 1 0 0 0 11
Anak/Traficking
JUMLAH 172 | 239 | 159 | 83 51 44 747

Sumber: Laporan Pengaduan dan Pementauan Komisi Perlindungan Anak Daerah
kota Palembang Tahun 2014-2019

Pada tahun 2013 sampai dengan April 2020 berdasarkan laporan Unit PPA
Sat. Reskrim Polresta Palembang, menemukan kasus penelantaran dalam rumah

tangga yang melibatkan anak di bawah umur dapatdilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2
Data kasus Penelantaran dalam rumah tangga di unit PPA Polrestabes
Palembang

No Tahun Perkara/ Pasal Jumlah
1 2016 24

2 2017 Penelantaran Dalam Rumah Tangga/ 49 18

3 2018 UU RI 23 tahun 2014 22

4 2019 27

5 2020 30

Sumber : Unit PPA Sat. Reskrim Palembang

Fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang
sering terjadi di masyarakat, anak yang menjadi korban penelantaran sering
kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang
dialami korbandianggap tidak dramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang
teraniaya secara fisik, padahal jelas telah disampaikan pada pembahasan
sebelumnya bahwa anak terlantar adalah anak-anak yangkarena suatu sebab tidak
terpenuhi  kebutuhan dasarnya denganwajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial.
Terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh

kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak,



kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalain, kurangnya pemahaman

orangtua, karena ketidak mampuan, atau karena kesengajaan.

Pada kondisi yang berbeda penelantaran terhadap hak —hak anak masih juga
dapat ditemukan manakala terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Meskipun
perinal tentang pemenuhan hak anak termaktub dalam Amar Putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap melalui persidangan, namun pada kenyataanya jaminan
hukum bagi pemenuhan hak anak tersebut masih belum dirasakan secara optimal.
Pelaksanaan amar putusan yang benar — benar dilakukan biasanya hanya sebatas
putusnya hubungan suami —istri saja, dan kebanyakan orang tua lalai terhadap amar
putusan lainnya, salah satu contohnya adalah dalam hal memenuhi kebutuhan anak

—anaknya setelah perceraian.

Berdasarkan data yang diperoleh kajian tentang tindak pelanggaran
terhadap hak anak, kasus penelantaran anak masuk dalam kategorichild abuse.
secara teoritis penelantaran adalah sebuahtindakan baik disengaja maupun tidak
disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang,
pangan, papan). Penelantaran pada anak tidak terpenuhi mengenal alasan motivasi
ataupun instansi. Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar

menurut Bagong Suryanto adalah:

a. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun,
b. Anak yang terlantar adalah anak yang biasanya lahir darihubungan seks

diluar nikahdan kemudian merekatidak ada yang mengurus karena orang
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uanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak
yang dilahirkannya.

c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau diinginkan olehkedua
orang tuanya atau Kkeluarga besarnya, sehingga cenderung rawan
diperlakukan salah.

d. Meskipun kemiskinanan bukanlah satu-satunya penyebab anak ditelantarkan
dantidak selalu pula keluarga miskin akanmenelantarkan anaknya. Tetapi
bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinandan kerentanan
ekonomi  keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka dalam
memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.

e. Anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korbanperceraian
orang tua, anak yang hidup ditengah kondisi keluarga yangbermasalah,

pemabuk, kasar, korbanPHK, terlibat narkotika dan sebagainya.

Di antara beberapa contoh tindakan orang tua yang melakukan penelantaran

antara lain sebagai berikut :

a. Padatanggal 15 mei 2015 kasustindak pidana penelantarananak yang
terjadi di Cibubur bekasi oleh pasangan suami istri Utomo Permono
dan NuriIndria Sari karena menelantarkan5 anaknya di sebuah pos
kamling di pemukiman rumahwarga, pelaku yang melakukan tindak
pidana penelantaran anak ini adalah orang tua kandung dari anak
tersebut. Selain KUHP yang juga mengatur tentang hukuman pidana
bagi orangtua kandung yang melakukan tindak pidana penalantaran

anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
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Perlindungan anak pada Pasal 77 huruf (b) tentang ketentuanpidana
yang menyebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 (B), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahundan/atau denda dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/ataudenda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

b. Contoh kasus yang serupa terjadidi Jakarta Utara yaituoleh seorang
ayah Tigor Jujur Sopar Monang Yyang menelantarakan anaknya yang
berumur (7) Tahundengan maksud untuk melepaskan diripadanya, hal
ini didasarikarena adanya dendamyang di simpan oleh suamikepada
sang istri yang meyebabkan anaknya yang menjadi subjek korban
pelampiasan dendam si pelaku. Dalam KUHP dan Undang-undang
Nomor. 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (2) tentang perlindungan
anak, sudah ada jaminannya bahwa orang tua berkewajiban untuk
memenuhi, melindungi dan menjamin hak-hak anak untuk dapat hidup,
tumbuh kembang anak, serta kepentingan terbaik bagi anak secara
optimal sesuaidengan harkat martabat kemanusiaan dan telahdip utus
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara. 696/
PID.B / 2014 / PN.JKT.UT dengandiputus pidana penjaraselama 5
(Lima) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)

c. Penelantaran terhadap anak juga dapat dilakukan melalui berbagai
cara, salah satunya dengan cara membuang bayi yang masih hidup

untuk ditemukan oleh orang lain. Sebagaimana dalam satu contohyakni

kasus pembuangan bayi terjadi di Surakarta dengan melibatkan
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pasangan muda-mudi belum menikah. Bayi dari pasangan pelaku
tersebut baruberumur tiga hari dandibuang di depan pintu Yayasan
Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Kelurahan Kandang Sapi RT
01/ RW 33, Kecamatan Jebres pada hari Minggu tanggal 22
November 2015, sekitar pukul23.30 WIB. Kemudian para pelaku
mengamati darikejauhan dan setelah mengetahui bayinya ditemukan

olehwarga, pelaku langsung kabur.t?

Banyak aturan hukum yang telah ditetapkan agar dapat menjerat pelaku,
akan tetapi masih saja pelaku dapat terhindar dari jerat hukum karena masih
adanya celah dari hukum tersebut. Usaha untuk mencegah dan memberantas
tindak pidana penelantaran anak dapat dilakukan dengan cara melaksanakan aturan

hukum secara tegas sehingga dapat tercapai kepastian hukum.

Masalah mengenai apakah sebaiknya orang tua kandung yang melakukan
tindak pidana penelantaran anak ini dijatuhi sanksi pidana atau tidak adalah
merupakan halyang dilematis bagipara penegak hukum, karena disatu sisi anak
masih membutuhkan perawatan dan diasuholeh orang tuanya, sementara disisi lain
anak ditelantarkan dan ditinggalkan oleh orang tua kandungnya apabila orang tua
kandung yang melakukan tindak pidana ini dijatuhi sanksi pidana.'® Dengan

demikian, aparat penegak hukum sepertipihak kepolisian, kejaksaan, pengacara,

12 Arie Sunaryo, Merdeka.com, Buang Bayi di Solo, polisi tangkap 2 mahasiswa
Yogyakarta, dalam https://www.merdeka.com/peristiwa/buang-bayi-di-solo-polisi-tangkap - 2-
mahasiswa-yogyakarta.htmldiakses padahari Selasa, 21 Januari 2020 pukul 20.05

13Noning Ferawati, Kasus penelantaran anak,
http://print.kompas.com/baca/2015/05/15/Kasus -Penelantaran-Anak%?2c-Hari- IniPo lisi-Ge ledah-
Rumah Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 21 Januari Tahun 2020
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dan hakim vyang nanti akan memutuskan apakah keadilan harus ditegakkan

melalui penghukuman yakni memberikan hukuman sanksi kepada orang tua

kandung tersebut atau melalui pendekatan pemulihan rasa keadilan (restoratif

justice) dengan membina dan memberikan bantuan pemberdayaan bagi mereka.

Bagan 1

Kerangka perlindungan Anak dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014

[ Perlindungan Anak ]

A 4

[ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ]

A 4

[ Hak-Hak anak

[ Anak

Dampak anak \

Faktor anak
ditelantarkan: yang
ditelantarkan:
1. Faktor keluarga 1. Dampak Fisik
2. Faktor 2. Dampak psikologi
Pendidikan 3. Dampak sosial

3. Faktor ekonomi
4. Faktor kesehatan

- AN /

Konvensihak-hak anak, meliputi :

Hak untuk mendapatkan nama/identitas
Hak untukmemiliki kewarganegaraan
Hak memperoleh perlindungan

Hak memperoleh makan

Hak atas kesehatan

Hak berekreasi

Hak mendapatkan Pendidikan

Hak bermain

Hak berperan dalam pembangunan
Hak untukmendapatkan kesamaan

HOooNogok~wd

e

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang
v perlindungan anak

1. Nondiskriminasi

2. Keperluan yang paling baik bagi anak

3. Hak untukhidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan

K 4. Penghargaan kepada pernyataan anak

/

bertanggungjawab atau pengasuhan
perlindungan dari perilaku:
Diskriminasi
Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
Pelantaran

Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
Ketidak adilan dan

arLODdDE

.

ﬁ/lenurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentanh

perlindungan anak Pasal 13 ayat (1) “setiap anak selama dalam
pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain maupun yang
berhak  mendapat

/
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Oleh karenanya, perlu adanya perhatian yang lebih dan kebijakan yang bisa
dirasakan dan memberikan keberpihakan kepada hak anak dari para pihak yang
memangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat hingga daerah, maupun
masyarakat karena penelantaran hak anak akan berdampak serius bagi masa depan
bangsa, sebab anaklah yang kelak menjadi penerus pengisi kemerdekaan bangsa.
Berdasarkan latar belakang yangdiuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam
bentuk penelitian tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak
Anak Korban Penelantaran oleh Orang Tua berdasarkan Undang-Undang

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah

yang dibahas dalamtesis iniadalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korbanPenelantaran oleh
orang tua berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak?

2. Hal-hal apakahyang menjadi faktor penyebab terjadinya penelantaran anak
dalam lingkup keluarga?

3. Bagaimana Penerapan Peraturan Penegakan hukum perlindungan anak
korbanpenelantaran oleh orangtua di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
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Berdasarkanpermasalahan diatas, maka tujuanpenelitian ini untuk:

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap
anak korbanpenelantaran oleh orangtua.

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis hal-hal apa yang menjadi faktor
penyebab terjadinya penelantaran anak oleh orangtua dalam lingkup
keluarga.

c. Untuk menjelaskan dan menganalisis Penerapan perlindungan anak
korbanpenelantaran oleh orangtua di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik dari
segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagaiberikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagaisumbangan
pemikiran  bagi perkembangan ilmu hukum  bidang hukum
perlindungan anak dan kesejahteraan anak Kkhususnya mengenai tindak
pidana penelantaran anak yang marak terjadidinegara Indonesia saat ini
denganbanyak faktor alasanekonomi, kemiskinan, konflik rumah
tangga, keterpakasaandan lainnya dihubungkan dengan hukumpidana
di Indonesia. bahan masukan dalam rangka penyempurnaan peraturan-
peraturan Perundang-Undangan untuk pembentukan hukum Nasional,
terutama hukum pidana serta diharapkan dapat mengisi kekosongan

hukum, dengan demikian tidak terjadi kefakuman dalam hukum.
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b. Manfaat Praktis

Penelitian inidiharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
bahan informasi dan acuan untuk instansi terkait/pemerintah maupun
peran serta masyarakat didalam menghadapi anak yang menjadi korban
penelantaran dan sebagai sumbangan pemahaman bagi masyarakat
luas danpihak pihak yangterkait terhadap tindak pidana penelantaran
anak yang terjadi marak di Indonesia saat ini dihubungkan dengan
hukum perlindungan anak diIndonesia.

D. Kerangka Teori
1. Grand Theory

Teori Keadilan

Kata “keadilan” dalambahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari
bahasa latin  “iustitia”. Kata “justice” pada teorinya, Aristoteles ini sendiri
mengemukakan keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu
banyak danjuga sedikit yang dapatdiartikan ialah memberikan sesuatu kepada
setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pandangan
Aristoteles  tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean
ethics, politics, danrethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku

itusepenuhnya ditujukan bagikeadilan, yang, berdasarkanfilsafat hukum
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Aristoteles, mestidianggap sebagai intidari filsafat hukumnya, ‘“karena hukum

hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan™*

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak
persamaan tapibukan persamarataan. Avristoteles membedakan hak persamaanya
sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai
suatu unit atau wadah yangsama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang
atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi
tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengankemampuan dan prestasi yang
telahdilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi
kedalam dua macam  keadilan, keadilan  “distrbutief” dan keadilan
“commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap
orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama
banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini

berkaitan denganperanan tukar menukar barang dan jasa.l®

2. Middle Range Theory
Teori Perlindungan Hukum
Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting
untuk dikaji, karena fokus Kkajian teori ini pada perlindungan hukum yang
diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum

merupakan teori yang mengaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau

14 1.J. Van Alperdorn, Pengantar llmu Hukum, Cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta,
2008, him. 11

15 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia,
Bandung, 2004, him. 25.
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tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan
yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.16

Kaitan dengan Perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon berpendapat
bahwa :

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan
pengakuhan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum
dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang
berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu
peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih  mengikat dan akan
mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan pada pihak yang
melanggarnya.l’

Istilah perlindungan hukum merupakan istilah yang perlu dikaitkan
dengan adanya pencederaan terhadap hak-hak anggota masyarakat baik
yang dilakukan oleh sesama masyarakat, maupun oleh penguasa. Philipus M.
Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni:

1. Perlindungan hukum  preventif  adalah perlindungan  hukum yang
diberikan  oleh pemerintah  dengan tujuan untuk  mencegah sebelum
terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-
undangan  dengan  maksud mencegah  suatu  pelanggaran  serta
memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu
kewajiban. Dengan demikian perlindungan preventif merupakan bentuk
perlindungan  hukum yang diarahkan lagi  bagi terlindunginya  hak

seseorang darikemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lainatau pihak

16 Darwan Prinst., Op.,Cit., him. 263
17 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,
Surabaya, (Selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon II) him. 205
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ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangan
besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak,
karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif terdorong
untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada
diskresi.
2. Perlindungan hukum  represif ~ yang bertujuan  untuk menyelesaikan
permasalahan atausengketa yangtimbul.l®
Menurut  Satjipto Rahardjo  dalam  bukunya berjudul  1Imu
Hukum, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak
asasi manusia (HAM) vyang dirugikan orang lain dan perlindungan itu
diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak  yang
diberikan oleh hukum.19
Perlindungan hukum  memberikan  jaminan setiap  orang untuk
memperoleh hak-haknya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, dimana
perlindungan hukum berfungsi juga untuk memberikan keadilan serta dapat
menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagirakyat.
3. Applied Theory

Teori Penegakan Hukum

Berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak terlepas dari
pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekamto

bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yangdilak ukan

18 Ibid, HIm.177
19 ArifGosita 1, op.,cit, HIm.7
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agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalamartian berlakusecara
filosofis, yuridis dan sosiologis 2°. Berlaku secara filosofis berartibahwa hukum itu
berlaku sebagaimana yang dikehendiki atau dicita-cita oleh adanyahukum
tersebut. Berlakusecara yuridis, berarti sesuaidengan apa yang dikehendaki atau
dicita-citakan olehadanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berartisesuai
dengan apa yang telah dirumuskan, danberlaku secara sosiologis berarti hukum
itu dipatuhi oleh warga masyarakat. Pandangan Soerjono Soekanto tersebut
memang tepat dan baik-baik saja, secara filosofis, subtansi hukumnya
mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan merupakan pencerminan
kehendak penguasa yang membuat hukum/yang absolut. Penegak hukum
bukanlah  semata-mata berarti pelaksanaan  perundang-undangan walaupun
didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga

pengertian “Law Enforcement” begitu popular.

20 gSoerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:
Pidato Pengukuhan (14 Desember 1983)
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BAGAN II

Kerangka Teori

[ Kerangka Teori )
[ Grand Theory

J

Grand Theory ini, menggunakan Teori keadilan

Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak
proposional.

[ Middle Range Theory ]

Middle Range Theory dalam penelitian ini, menggunakan teori
Perlindungan Hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang
wujud, bentuk atau tujuan perlindungan.

[ Applied Theory ]

Applied Theory menggunakan Teori Penegakan Hukum

Soerjono  Soekanto, bahwa masalah efektifitas  hukum
berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu
benar-benar hidup dalam masyarakat.

Sumber : rangkuman dari pemikiran penulis
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E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum
Normatif, yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan
atau studidokumen yangditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis
atau badan hukum vyang lain.2! Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa
penelitian hukum adalah yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-

nilai keadilan, validasi aturanhukum, konsep-konsep hukum.?2

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah
pendekatan perundang-undangan (normatif approach), Pendekatan Konseptual

(conceptual approach) danPendekatan kasus (case approach).?3

a. Pendekatan Perundang-Undangan (normatif approach)

merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa
peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuandasar dalam melakukan
penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) biasanya di
gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam
penormaannya masih terdapat kekurangan ataumalah menyuburkan praktek

penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya

21 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian HukumNormatif (Suatu Tinjauan
Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, him.23

22 peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian hukum, Kencana, Jakarta, him 22,

235perjono  Soekanto, Faktor-faktor yang memepengaruhi penegakan hukum, Penerbit
Rajawali, Jakarta, 1983.



dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu
hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini
misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara
Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-
Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Suatu penelitian
normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan,
karena yangakan diteliti adalah berbagaiaturan hukum yang menjadi fokus

utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.2
. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

merupakan jenis pendekatan dalam penelitian  hukum yang memberikan
sudut pandanganalisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum
dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau
bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan
sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-
konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatuperundang-undangan
apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep
hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi  penting sebab pemahaman  terhadap

24 Ibid. him.22

23



pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi
pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu
hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan
memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas

hukum yangrelevan dengan permasalahan

c. Pendekatan Kasus (case approach)
Merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif
yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif
kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat
kaitannya dengan kasus atau peristiva hukum yang terjadi di lapangan.
Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalahuntuk mencari
nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwva hukum yang
terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan
dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
hukum yangdihadapi. Kasus-kasusyang ditelaah merupakankasus yang
telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok
yang dikajipada setiap putusan tersebutadalah pertimbangan hakim untuk
sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai
argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
Dengan menggunakan pendekatan kasus peneliti wajib memahami
Ratio decidendiyaitu alasan-alasan hukum yang digunakan olehhakim untuk

sampai pada putusannya,?® mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya

25 peter Mahmud marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta: Prenada Group. 2010) hlm.119
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peraturan-peraturan yang berkenaan denganisu hukum yang dibahas inilah
yang disebut dengan pendekatan perundang-undangan.

Setelah diketahui ratiolegis dan dasar ontologis dari peraturan
tersebut maka peneliti  akan  mencocokkan dengan  konsep-konsep,
pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu
hukum yang berkaitan dengan isuhukum yang dibahas, carayang demikian

ini yangdisebut dengan pendekatan konseptual
3. Jenis dan Sumber bahan-bahan hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif,2® maka jenis bahan
hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Jenis dan bahan-bahan
hukum yang digunakan dalampenelitian ada 3 (tiga) macam mengacu kepada tata
cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang

meliputi sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer vyaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,?” terdiridari:

a. Norma (dasar) atau kaedah berdasarkanKitab Undang-Undang Hukum

Pidana KUHAP idana.

26 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, Penelitian Hukum Normatif; suatu tinjauan
singkat, PT. RadjaGrafindo Persada,Jakarta, him 12-14.
27 Sperjono Soekanto, Op.,Cit, him.52
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b. Peraturan Perundang-Undangan dibidang hukum Pidana dalam bentuk
peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
b. Bahan hukum sekunder

Bahanhukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai

hukum primer, yang terdiridari 28
a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan;
b. Makalah yang berkaitan dengan permasalahan;
c. Hasil karya ilmiah pakar hukum;
d. Pendapat pakar hukum.
c. Bahanhukum tersier

Bahanhukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti
kamus hukumdan kamus umumbahasa Indonesia, artikel, koran, internet dan

ensiklopidia.2®
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui

penelaah datayang diperoleh dalamperaturan perundang-undangan, bukuteks,

28 Bambang Waluyo, 1999, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
him.7-8
29 Sperjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press,Jakarta, him 52.
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jurnal, hasil penelitian, ensikopedia, dan lain-lain, melalui inventarisasi data
secara sistematis dan terarah, sehingga dieperoleh gambaran apakah terdapat
dalam suatu penelitian, apakahsuatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain
atau tidak, serta menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui studi lapangan
dengan mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari data skunder yang
dianggap perludan berkaitan denganpenelitian. Setelah memperoleh bahan-bahan
hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-
bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan
hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat Klasifikasi terhadap bahan-bahan

hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Keselurunan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis yaitu dengan
analisis yuridis kualitatif, yakni metode penelitian yan bertitik tolak darinorma-
norma, asas-asas, pengertian yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak
dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang
kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus ataupun
angka. penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang
berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui
konsep-konsep ilmu hukum yangrelevan dengan isuhukum yang diangkat dalam
penelitian ini. data-data disusun secara teratur dansistematis kemudian dianalisis

untuk ditarik suatu kesimpulan
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6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir Analitis dan
preskriptif, yaitu dengancara berfikir mendasar pada hal-hal yangbersifat umum
kemudian ditarik kesimpulan.3® Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh
penulis menggunakan metode deduktif, proses yang terjadi dalam metode
dedukasi adalah konkritisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum
diterapkan pada kaedah khusus. Jadi aturan hukum vyang bersifat umum
dijabarkan dalamwujud aturan-aturan hukum konkrit, sehingga dapatditafsirkan
dan disimpulkan mengenai aturan-aturan yang bersifat khusus.3! Yaitu tentang

perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran

30 Sperjono Soekamto, pengantar penelitian hukum, Ul-Press, Jakarta, 1986, him.52.
31 Amirudin dan zainal Askin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT.
Radja Grafindo Persada, HIm.42.
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